
 

 

SALINAN  

 

 

BUPATI  PURBALINGGA  
PROVINSI JAWA TENGAH  

 

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA 

NOMOR   92   TAHUN 2017 

TENTANG  
 

TUNJANGAN TRANSPORTASI BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN 
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA   
 

BUPATI  PURBALINGGA, 

 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (6) 
Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 16 Tahun 

2017 tentang  Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,  maka  perlu 
menetapkan Peraturan Bupati tentang Tunjangan 

Transportasi Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor  42); 

  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4286); 

  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);  

  5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234); 

  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-



 

 

Undang  Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

  7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor  4578); 

  8.  Peraturan Pemerintah nomor 18 tahun 2017 tentang Hak 
Keuangan Dan Administatif Pimpinan Dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 105 Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor  6057); 

  9. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 

Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2006 
Nomor 10); 

  10. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 16 

Tahun 2017 tentang  Hak Keuangan Dan Administratif 
Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah   

( Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2017 
Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Purbalingga 48); 

  11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 

tentang Pengelompokan Keuangan Daerah Serta 
Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Dana Operasional 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 
1067); 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUNJANGAN TRANSPORTASI 
BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN 

RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA. 

 
Pasal  1 

 

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Tunjangan 
Transportasi bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga. 
 

Pasal  2 
 

Tunjangan Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

1 ditetapkan dengan mempertimbangkan asas kepatutan, 
kewajaran dan rasionalitas di Kabupaten Purbalingga. 
 

 
Pasal  3 

 
Tunjangan Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
1 ditetapkan sebesar Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus 

ribu rupiah) setiap bulan 



 

 

Pasal  4 
 

Dikecualikan dari ketentuan Pasal 1 dan Pasal 3 bagi Pimpinan dan Anggota 
DPRD Kabupaten Purbalingga yang telah disediakan kendaraan dinas 
Pimpinan atau Anggota DPRD, kepada yang bersangkutan tidak diberikan 

tunjangan transportasi. 
 

Pasal  5 
 
Tunjangan Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diberikan 

dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai Agustus  
2017. 
 

 
Pasal  6 

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 
Purbalingga.  

 
 

           
          Ditetapkan di  Purbalingga 
          pada tanggal 18 November 2017      

 

                                                              BUPATI PURBALINGGA, 
       

                                                       ttd 
 

                                                        T A S D I 
 

 
Diundangkan di Purbalingga 
pada tanggal 18 November 2017 

 

SEKRETARIS  DAERAH, 
 
       ttd 

 
WAHYU KONTARDI 

 
 
BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2017 NOMOR 92 
 

 
 

 

 

 


